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KATA PENGANTAR

Reforma agraria merupakan penataan kembali struktur
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai
dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Penataan
akses di maksud adalah pemberian kesempatan akses
permodalan maupun bantuan lain kepada subjek Reforma
Agraria dalam rangka mengingkatkan kesejahteraaan yang
berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut dengan
pemberdayaan. Reforma agraria bertujuan untuk; mengurangi
ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka
menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik

agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan

masiiakat yang berbasis agrarian.

I it [

- ] milui Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia,

yang




berhasi | |

Di samping itu, [ NEEEE oin

o
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=N
o
=
=3

Semoga Reforma Agraria yang kita jalankan mampu
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

dalam era globalisasi.

Jakarta, 2023

Penulis,

Aarce Tehupeiory
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I kedu.dukan
schingga [N penintukkan

I <o tong NN

"Bumi dan air dan kekahaan alam yang terkandung di
dalamnga dikuasai oleh negaraa dan dipergunakan untuk

schesarsebesat' kemakmuran rakyat."|}

imperatif,

untuk mewttjudkan

inasyarakat

*
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kebijakan perundang-—

I racvat
I Kepeniilikan NN
-]
I oo —
- ]

"Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka

pemilikan dan, penguasaan tanah gang melampui baths

tidak diperkenankan':"
2.  Dalampasal 10 UUPA disebutkanbahwa:

a.

Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai
sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya
diwajibkan mengeijakan atau mengusahakannya
sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara
pemerasan.

Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat | ini
akan diatur lebih lanjut dengan peraturan

perundangan.

? Boedi Harsouo, Hukum Agraria Indonesia, Hirnpunan Peraturan-

Peraturan Hukum Tanah, Djarnbatan, 1986, hhn. 7.
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c. Pengecualian terhadap atas asas tersebut pada ayat
| pasal ini diatur dalam peraturan perundangan."l

!

"Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka

untuk mencapai ti Juan dimaksud dalam pasal 2 agat 3

diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah gang

boleh dipungai dengan sesuatu. hak tersebut dalam
ns

pasal 16 oleh sate keluarga atau badan hukum

Keempat pasal di atas adalah menjadi dasar dari pada

-]
_ "landreform" - "agrarian refonn"-
B 'Tanah pertanian hares dikerjakan atau diusahakan
secara aktif oleh pemiliknya sendiri” [
R — bates
I hares dimiliki [
I penghasilan NN
]
B dibatasi bates
I boleh —
I colongangolongan

=Ty

I
e
N ndonesia, [N
B | 997, him. ).




I merugikann [

B penguunaan tanah pertanian oleh orang- Landreform

merupakan salah satu saorang yang bukan pemiliknya, seperti

sewa, rana untuk memperbaik

I dean

mencegah hubungap-hubungan hukum hendak

hidupan rakyat

|

Fn

dicapai adalah meliputi tujuan

]

“freefight”, dalah

rakyat dengan memperbaiki keadaan memperkuat

(UndangOundang |
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[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

10




BAB 11
PENGALAMAN SEJARAH DAN LANGKAH
KEDEPAN

2.1. Periode Awal

Pasca kemerdekaan, banyak permasalahan h

-]
I pemanfaatan,
penggunaan, [N dan [
-]
ey, (e russ
I, cerus NS
I v-no
I

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah
melaksanakan Reforma Agraria dalam arti upaya penertiban.
Dimulai pada tahun 1946 dengan dikeluarkannya kebijakan
"penghapusan desa-desa perdikan" desa-desa bebas yang
mempunyai hak-hak istimewa, seperti tidak membayar pajak
tanah (UU No. 13 Tahun 1946). Kemudian pada tahun 1958,
diterbitkan kebijakan penghapusan "tanah partikelir". Tanah-

11




tanah yang mempunyai "hak pertuanan" atau tanah eigendom
yang luasnya lebih dari 10 bouw (7 hektar) secara hukum
menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara (UUNo. 1
Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir).

Rencana untuk melaksanakan Landggform di Indonesia
dikumandangkan pada tahun 1959. Pada

Landreform

-]
-]
|

Tahun 1960, karena sebagian besar petani merupakan
petani penggarap, maka Reforma Agraria diawali dengan
penataan kembali ketentuan bagi hasil atas tanah pertanian.
Penataan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan
kepada petani penggarap melalui pembagian hasil tanah yang
adil antara pemilik tanah dan penggarap. Hak dan kewajiban
pemilik Tanah dan penggarap diatur secara tegas, misalnya,
untuk padi pembagian hasil antara pemilik dan penggarap
adalah 1:1 (maro) (UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian
Bagi Hasil).

Pada tanggal 24 September 1960 diterbitkan UU No. 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(UUPA) yang merupakan dasar hukum Reforma Agraria di

12




Indonesia. UUPA memuat ketentuan-ketentuan pokok
mengenai Reforma Agraria Indonesia. Disamping itu, UUPA
juga memuat Kketentuan-ketentuan tentang perombakan

hukum agraria lama yang bersifat dualisme menjadi satu

hukumg_agraria nasional. Jadi dengan diterbitkannya UUPA
mak;—.

Reforma

Untuk melaksanakan

)
o
~
5
2
~
~
€
:
=
=
&

|||‘Z
e

13




) penetapan luas maksimum

dan minimum penguasaan dan

i

Lingkup Landreform

I Agraria

I v Y mcliputi:

1.

L a3

P

Ln

melampaui [,
I absentee',

maksimum, tanah-tanah yang terkena ketentuan
"absentee", tanah-tanah bekas swapraja dan tanah -
tanah negara lainnya,

Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-
tanah pertanian yang digadaikan,

Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah

pertanian, dan

14




6.  Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian,
disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan
yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah
pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.
Dalam periode ini Landreform mempunyai tujuan yang
sangat luas yakni dari aspek sosial ekonomis, sosial

politis dan mental psikologis.

[
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B 529 273 Ha kepada 1.510.762 KK dengan

rata-rgta luasan 0,77 Ha.

B (bencficiaries). |

o . -I|

Akibatnya, [N yang lalu menyisakan

banyak pekerjaan dan permasalahan.




24. Pengalaman Berbagai Negara

2.4.1 Konsep Dasar

I dan

mereka

mengimplementasikan

I sisem

?

tidak berhasil.

Tercatat | | andreform [
I Mexico. [

4.2 Landreform
, Landreform

I dikatagorikan [N

(1) Radical Landreform, tanah milik tuan tanah yang luas

E— . o

diambil alih oleh pemerintah, dan selanjutnya dibagikan
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(2)

(3)

4)

kepada petani tidak bertanah. Contoh, Landreform yang
dilaksanakan di Cina dan Rusia,

land restitution, tanah-tanah perkebunan luas yang
berasal dari tanah-tanah masyarakat diambil alih oleh
pemerintah, kemudian tanah tersebut dikembalikan
kepada pemilik anal dengan kompensasi. Contoh,
Landreform yang dilaksanakan di Afrika Selatan.

land colonization, pembukaan dan pengembangan
daerah-daerah baru, kemudian penduduk dari daerah
yang padat penduduknya dipindahkan ke daerah baru
tersebut, dan dibagikan tanah dengan luasan tertentu.
Contoh; cikal bakal transmigrasi yang dilaksanakan di
Indonesia 1905.

Market based Landreform (market assisted Land reform),
Landreform yang dilaksanakan berdasarkan atau dengan
bantuan mekanisme pasar. Bisa berlangsung bila tanah-
tanah disertifikasi agar security in tenureship berkerja
untuk mendorong pasar finansial di pedesaan. Model ini
umumnya tidak bisa memenuhi prinsip Landreform untuk
melakukan penataan penguasaan dan pemilikan tanah
yang adil. Contoh, Landreform yang dilaksanakan di

Brazil.

19




2.4.3 Landreform di Berbagai Negara

. Cina

|
NN
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- Land reform.

. N
Jepang [N
I - D ) ocrintah [

pefiyewa

Venezuela,

-
(-
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7 - _ ]

Zimbabwe
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E. I

Landreform di Thailand dilaksanakan

I v N—

"Crowny

[

Landreform."

F.

Landreform

h-yang I

Landreform di

B dan

perlindungan ' |

e —
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2.4.4 Pengalaman yang Dapat Dipetik (Lesson Learned)

Kunci Keberhasilan Peng an berbagai negara dalam
melaksanakan Landreform

Landreform, [N

™

-

‘ u
.
.

tidakberhasilan Landreform, antara lain:

|
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2.5. Kehendak ] Merevitalisasi
1. Amanat Lembaga Tertinggi Negara (Majelis

Permusyawaratan Rakyat- Republik Indonesia)

Ketimpangan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan
dan pemilikan tanah yang terus berlanjut, semakin
meningkatnya konflik dan sengketa pertanahan, semakin
terbatasnya akses masyarakat terhadap tanah yang berkaitan
erat dengan kemiskinan, tingginya angka kemiskinan dan
pengangguran, menghendaki pembaruan '"agraria perlu
direvitalisasi (Reforma Agraria). Adanya kehendak kuat
untuk melaksanakan kembali Reforma Agraria, ditandai
dengan dikeluarkannya Tap MPR-RI No. IX/MPR/2001
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya
Alam. Sebagai tindak lanjut dari komitmen terhadap
pembaruan agraria, MPR-RI menerbitkan Keputusan MPR-RI
No. 5 Tahun 2003 tentang Saran Kepada Presiden dan DPR
Bagi Pelaksanaan Pembaruan Agraria.
2. Komitmen Pemerintah

Komitmen Pemerintah tercermin dalam Visi dan Misi
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden
Yusuf Kalla. Visi, Misi dan Program yang dituangkan dalam
buku "MEMBANGUN INDONESIA, yang aman, adil dan

sejahtera," bahwa Reforma, Agraria merupakan program yang

26




akan dilaksanakan untuk mengatasi persoalan-persoalan
mendasar, seperti: kemiskinan dan pengangguran.
3. Pengertian Reform Agraria

Dalam Penjelasan Umum romawi II angka (7) UUPA
dituliskan istilah "Landreform" dan "agrarian reform"

Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azaz
yvang pada dewasa ini sedang menjadi dasar dari pada
perubahan-perubahan  dalam  struktur  pertanahan
hampir di seluruh dunia, yaitu negara-negara yang
telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut
"Landreform" atau "agrarian reform"...
Akhirnya ketentuan itu perlu dibarengi pula dengan
pemberian kredit, bibit dan bantuanbantuan lainnya
dengan syarat-syarat yang ringan, sehingga pemiliknya
tidak akan terpaksa bekerja dalam lapangan lain,
dengan menyerahkan penguasaan tanahnya kepada
orang lain.

Reforma Agraria merupakan suvatu proses yang
berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah,
dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan
perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi
seluruh  rakyat Indonesia (Tap MPR-RI  Nomor
IX/MPR/2001).
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Reforma Agraria dimaknai sebagai asset reform
ditambah dengan access reform. Asset reforma dalam
pengertian Landreform berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang menata ulang pemanfaatan,
penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah. Access
reforma adalah pembukaan akses terhadap sumber - sumber
ekonomi-keuangan, manajemen, teknologi, pasar dan sumber-

sumber partisipasi politik.

2.6. Persiapan dan Langkah yang Ditempuh

Dalam upaya mewujudkan dan melaksanakan Reforma
Agraria, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah
melakukan langkah-langkah baik ke dalam (internal), maupun

ke luar (eksternal), sebagai berikut:

2.6.1 Persiapan Internal

1. Penataan kelembagaan

Penguatan struktur dan pengayaan tugas dan fungsi
organisasi Badan Pertanahan Nasional yan dituangkan dalam
Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2006 tentang Badan
Pertanahan Nasional. Selanjutnya telah diterbitkan berbagai
Peratur Kepala Badan Pertanahan Nasional Republ' Indonesia
mengenai Career Planning, Strukt Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan Struktur

28




Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah B Provinsi dan

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

2.  Penataan SDM

Penataan sumber daya manusia dilaksanakan
berdasarkan "profiling" yang diselenggarakan oleh lembaga
profesional dan "track record". Hasil penilaian-penilaian
obyektif tersebut ditindak-lanjuti dengan rotasi, mutasi dan
promosi SDM antar komponen dan antar wilayah, yang
diawali pada tanggal 21 Juni 2006 yakni sebanyak 717 pejabat

eselon II dan I11.

3. Pembuatan Model-model Reforma Agraria

Untuk mempersiapkan pelaksanaan Reforma Agraria
secara cermat, maka masing-masing Kantor Wilayah BPN
Provinsi mengembangkan 2 atau 3 lokasi model Reforma

Agraria dengan luasan kurang lebih 300 Ha per lokasi.

4. Pembentukan Tim Penyusunan Reforma Agraria
(PPAN)
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
membentuk Tim Penyusunan Reforma Agraria (Program
Pembaruan Agraria Nasional atau I'PAN), untuk melakukan

kajian dan analisis kritis suhyek, obyek, mekanisme dan
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lainnya Reforma Agraria dan melakukan koordinasi dengan

berbagai pemangku kepentingan.

5. Pembentukan Kelompok Kerja

Sebagai tindak lanjut pembentukan Tim Reforma
Agraria, dibentuk pula Kelompok Kerja Reforma Agraria
yang terdiri dari 4 (empat) Kelompok : (a) Kelompok
Substansi Reforma Agraria, (b) Kelompok Kerja Obyek dan
Subyek Reforma Agraria, (c) Kelompok Kerja Mekanisme
Reforma Agraria, (d) Kelompok Kerja Kelembagaan Reforma
Agraria, dengan tugas melakukan kajian dehgan seksama dan
mendalam mengenai tanah-tanah yang tersedia (obyek),
penerima manfaat (subyek), mekanisme dan delivery system

dan kelembagaan Reforma Agraria.

6. Internalisasi Reforma Agraria

Pembahasan Reforma Agraria dilakukan secara
seksama dalam berbagai rapat kerja para Kepala Kantor
Wilayah BPN Provinsi seluruh Indonesia. Menindaklanjuti
rapat kerja tersebut dilakukan Internalisasi kepada seluruh
pejabat BPN-RI dilaksanakan di Jakarta. Kemudian
dilanjutkan dengan internalisasi Reforma Agraria untuk
seluruh pejabat daerah untuk Indonesia bagian Timur di

Surabaya, dan untuk Indonesia bagian Barat di Jakarta.
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Berdasarkan hasil kajian potensi obyek Reforma Agraria,
diperoleh potensi lokasi obyek Reforma Agraria di daerah
yang berpenduduk jarang di 17 Provinsi, seluas 8,15 juta
hektar dan di daerah yang padat penduduknya seluas 1,1 juta
Ha.

7. Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah

tentang Pembaruan Agraria Nasional

Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Pembaruan Agraria Nasional (PAN) dilakukan secara intensif
di kalangan internal Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia. Selanjutnya pembahasan Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Pembaruan Agraria Nasional (PAN)
mulai dilaksanakan sejak tanggal 9 April 2007. Peraturan
Pemerintah tentang Pembaruan Agraria Nasional (PAN)
memuat mengenai penerima manfaat persyaratan, kriteria,
urutan prioritas, proses seleksi dan penetapan; tanah yang
tersedia status tanah, perolehan tanah, penetapan tanah
menjadi obyek Reforma Agraria; dan mekanisme pelaksanaan

dan kelembagaan.

8. Pemantapan
Secara terus menerus dilakukan berbagai rapat

koordinasi internal di seluruh Indonesia untuk memantapkan
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dan memastikan berlangsungnya Reforma Agraria sesuai

dengan maksud dan tujuannya dan tahapan perencanaannya.

2.6.2 Persiapan Eksternal
Dalam rangka mencari masukan, menyamakan

pendapat dan pemikiran, menyatukan gerak dan langkah,

koordinasi dan dukungan dari berbagai stake holders, dalam
rangka mengembangkan dan menyempurnakan program, dan
memperlancar implementasinya, telah dilaksanakan ;

1. Pertemuan dan Diskusi dengan Pegiat/Organisasi
Pegiat Pembaruan Agraria dan Organisasi
Petani/Serikat Petani
Dalam berbagai kesempatan di berbagai daerah Badan

Pertanahan =~ Nasional = Republik  Indonesia,  juga
menyelenggarakan atau diundang untuk berdiskusi secara
mendalam dan temu wicara guna untuk memberikan
informasi, sekaligus mencari masukan dan bertukar pemikiran
serta menyamakan persepsi mengenai Reforma Agraria
dengan berbagai organisasi tani, pegiat pembaruan agraria,
lembaga swadaya masyarakat, antara lain :

a)  Serikat Petani Lampung, Kabupaten Lampung Selatan,

Lampung.
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b)

d)

e)

g)
h)
)
)]
k)
D

Serikat Tani Bengkulu (STAB), tanggal 5 Desember
2006, di Kantor Serikat Tani Bengkulu, di Kota
Bengkulu.

Serikat Tani Nasional, tanggal 10 Pebruari 2007,
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), tanggal 11
Desember 2006, di Subang, Jawa Barat.

Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Kabupaten
Maumere, NTT.

Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia
(PPNSI), tanggal-25 Januari 2007, Jakarta.

Bina Desa, di Jakarta.

Yayasan lembaga Bantuan Hukum, di Surabaya

Serikat Petani Pasundan, di Ciamis

Obor Tani, di Semarang.

Serikat Petani Jawa Tengah, di Kendal.

KOPEBANG (Koalisi Penyelamat Bangsa), Jakarta.

Dari hasil pertemuan dan diskusi, semua mendukung

dilaksanakannya Reforma Agraria "sejati" dan mereka

meminta agar Reforma Agraria juga menyelesaikan sengketa

dan konflik pertanahan yang sedang mereka hadapi. Gerakan

Reforma Agraria ada karena adanya sengketa dan konflik

pertanahan.
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Di Kantor BPN-RI juga diselenggarakan diskusi untuk
bertukar pikiran dan pandangan mengenai Reforma Agraria
dengan berbagai organisasi tani, organisasi pegiat Pembaruan
Agraria dan lingkungan hidup, seperti Wahana Lingkungan
Hidup (WALHI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA),
Serikat Petani Pasundan, Kelompok Studi Pembaruan Agraria
(KSPA), Bina Desa, Serikat Tani Nasional, Aliansi Gerakan
Reforma Agraria (AGRA), Serikat Petani Lampung (SPL),
Petani Mandiri, Dewan Tani Indonesia, Aliansi Petani
Indonesia, FSPI, dan STN-Serikat Tani Nasional, serta
HUMA, FKKM, ORTAIJA, SPP, PBHI, Bina Desa, YLBHI.

Dari hasil. pertemuan dan diskusi, terdapat berbagai
pendapat mengenai Reforma Agraria, antara lain bahwa
Reforma Agraria adalah program "operasi" dengan jangka
waktu tertentu (one shoot), misalnya 5 atau 10 tahun;
pemberian hak atas tanah dilakukan secara kolektif
(collectivism), sehingga tidak mudah untuk di jual kembali.
Reforma Agraria agar meliputi juga penyelesaian sengketa

dan konflik pertanahan yang ada di masyarakat.

2. Diskusi dengan Akademisi, Pakar Pembaharuan
Agraria dan Lembaga Kajian
Diskusi secara mendalam dan seksama untuk

mematangkan konsep Reforma Agraria dilakukan antara
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Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan para
akademisi antara lain, sosiolog, antropolog, budayawan,
ekonom pembangunan, pakar hukum agraria, dari berbagai
universitas, antara lain Universitas Brawijaya, Institut
Pertanian Bogor, dan Universitas Bengkulu, Universitas
Pajajaran, dan sebagainya.

Diskusi juga dilakukan dengan lembaga kajian, antara
lain, Lembaga Pengkajian dan Penelitian Pertanahan
Indonesia, Brighten Institute, Kelompok Studi Pembaruan

Agraria.

3.  Diskusi dengan Organisasi Profesi

Diskusi ini dimaksudkan mematangkan Reforma
Agraria di tataran implementasi, antara BPN-RI dengan
Asosiasi Pejabat Pembuat Akta Tanah, lkatarr Pejabat
Pembuat Akta Tanah, dan Asosiasi Sawit Indonesia, serta

Real Estate Indonesia.

4. Diskusi dengan Lembaga Reforma Agraria
Internasional
Diskusi untuk memperkaya perspektif dengan wawasan
internasional antara BPN-RI dengan Rural Development

Institute, dan International Land Coalition.
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5.  Simposium dan Seminar Nasional

Simposium Reforma Agraria, dilaksanakan di berbagai
kota, antara lain Medan (15 Nopember 2006), Makassar (4
Desember 2006) dan Jakarta (11 Desember 2006), dilanjutkan
dengan round table discussion di Bogor, yang bertujuan untuk
mendalami hasil-hasil simposium dan menuangkannya dalam
rumusan yang lebih operasional.

Seminar Reforma Agraria dan kebijakan pertanahan
diselenggarakan antara lain di Jakarta dan Medan yang
diselenggarakan oleh Bappenas, Lembaga Pengkajian dan
Penelitian Pertanahan Indonesia, Konsorsium Pembaruan

Agraria.

6. Konferensi Internasional

BPN-RI  mengirim  beberapa  pejabat  untuk
berpartisipasi dalam International Conference on Agrarian
Reform and Rural Development (ICCARD) vyang
diselenggarakan oleh FAO di Porto Alegre, Brazil, tanggal 3
- 10 Maret 2006, dan untuk menggali pengalaman
pelaksanaan Reforma Agraria dan pembangunan pedesaan

dari berbagai negara peserta konferensi.
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7.  Sosialisasi melalui Jalur Media Massa, Budaya dan

Kesenian, dan Olah Raga

Sosialisasi dimaksudkan untuk mendekatkan diri,
pikiran dan bathin baik substansi maupun lembaga pertanahan
langsung kepada masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan
melalui berbagai media, baik melalui media cetak, seperti
surat kabar, majalah dan tabloid, media elektronika, seperti
radio, televisi dan internet, dan media pameran (Bandung,
tanggal 18 Nopember 2006).

Disamping itu, sosialisasi juga ditempuh melalui jalur
budaya dan kesenian yang ada di masyarakat, seperti
pementasan wayang kulit di Jawa Timur dan Sumatera Utara,
pementasan wayang golek di Jawa Barat dan ketoprak humor
di Jawa Tengah, dan melalui jalur olah raga - lomba lari

Agraria Ten K, 10 Desember 2006.

8.  Studi Banding ke Tiga Negara

Dalam rangka mencari model Reforma Agraria yang
sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia saat ini, Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengutus beberapa
pejabat Pusat dan Daerah untuk mempelajari lebih seksama
pelaksanaan Reforma Agraria di berbagai Negara, yakni

Venezuela, Thailand dan Taiwan.
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10.

Rapat Dengar Pendapat dan Konsultasi dengan

Lembaga Tinggi Negara

a)

b)

Rapat Dengar Pendapat dan rapat konsultasi BPN-
RI dengan Komisi II DPR RI,
Rapat koordinasi dengan lembaga tinggi negara :

Mahkamah Agung

Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga

Negara

a) TNI

b) Kepolisian Negara Republik Indonesia

¢) Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan  Perencanaan =~ Pembangunan
Nasional

d) Kejaksaan Republik Indonesia

e) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat

f) Departemen Pertahanan

g) Badan Intelejen Negara

h) Departemen Keuangan

i) Departemen Kehutanan dan Departemen Pertanian

j) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

k) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan

Nasional Republik Indonesia
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11.

1) Badan Intelijen Strategis (BAIS)

m) Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara

n) Mahkamah Konstitusi

0) HKTI

Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Organisasi
Non Pemerintah
a) Dewan Koperasi Indonesia

b) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
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[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]
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BAB 111
PERENCANAAN KEGIATAN REFORMA AGRARIA

3.1 Lingkup Kegiatan

Reforma Agraria atau Program Pembaruan Agraria
Nasional (PPAN) merupakan agenda besar bangsa, yang
membutuhkan perencanaan penyelenggaraan yang cermat
guna memastikan tercapainya tujuan. Secara garis besar
mekanisme penyelenggaraan Reforma Agraria mencakup
empat lingkup kegiatan utama, yaitu: penetapan obyek,
penetapan subyek, mekanisme dan delivery system Reforma
Agraria serta Access Reform.

Berkenaan dengan penetapan obyek Reforma Agraria,
maka pada dasarnya tanah-tanah yang ditetapkan sebagai
obyek Reforma Agraria adalah tanah-tanah Negara dari
berbagai somber yang menurut peraturan perundang-
undangan dapat dijadikan sebagai obyek Reforma Agraria
Sedangkan untuk penetapan subyek Reforma Agraria, perlu
dipastikan agar tanah-tanah tersebut dapat diterima oleh
penerima manfaat (Subyek Reforma Agraria) secara tepat.
Untuk itu perlu disusun kriteria penentuan subyek Reforma
Agraria dan sistem seleksinya. Berdasarkan kriteria dan
sistem seleksi tersebut, dapat diusulkan calon sub Reforma

Agraria untuk selanjutnya, calon, subyek Reforma Agraria
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tersebut ditetapkan menjadi subyek Reforma Agraria sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah diperolehnya penetapan obyek dan subyek
Reforma Agraria, tahap berikutnya adalah mekanisme dan
delivery  subyek-obyek, yang secara garis besar
dikelompokkan dalam tiga model sesuai dengan ketersediaan
obyek dan subyek Reforma Agraria, yakni (1) mendekatkan
obyek ke subyek, (2) mendekatkan subyek ke obyek, dan (3)
obyek dan subyek berasal dari satu lokasi yang sama. Guna
memastikan tercapainya tujuan Reforma Agraria yang telah
ditetapkan, maka sebelum tahap delivery system perlu
diselenggarakan penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Selanjutnya, pengelolaan access reform antara lain
meliputi :
(a) penyediaan infrastruktur dan sarana produksi,
(b) pembinaan dan bimbingan teknis kepada penerima
manfaat,
(c) dukungan permodalan, dan
(d) dukungan distribusi dan pemasaran serta dukungan
lainnya.
Pembelajaran dari berbagai negara menunjukkan bahwa
access reforma merupakan suatu keharusan agar terjadi

kesinambungan manfaat yang diterima oleh subyek Informa
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